
RINGKASAN AKUNTABILITAS  
 

A. Latar Belakang  
Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,          

pegawai ASN berfungsi sebagai: 1) Pelaksana kebijakan publik; 2) Pelayan publik; dan            

3) Perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus dilakukan dengan penuh            

tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas        

mengacu pada harapan implisit atau eksplisit bahwa keputusan atau tindakan          

seseorang akan dievaluasi oleh pihak lain dan hasil evaluasinya dapat berupa reward            

atau punishment. Akuntabilitas yang dilakukan oleh PNS akan teruji ketika PNS tersebut            

mengalami permasalahan dalam transparansi dan akses informasi, penyalahgunaan        

kewenangan, penggunaan sumber daya milik negara dan konflik kepentingan. Seorang          

PNS dapat dikatakan PNS yang akuntabel apabila mampu mengatasi masalah-masalah          

tersebut. Dalam artian mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik           

kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan           

konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kompetensi Peserta Mata Diklat Akuntabilitas PNS  

 

 



B. Apa Yang Dimaksud Dengan Akuntabilitas? 
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi         

untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS          

adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain          

adalah:  

1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik           

kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok,        

dan pribadi;  

2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah         

keterlibatan PNS dalam politik praktis;  

3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan          

pemerintahan dan pelayanan publik; 

4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai           

penyelenggara pemerintahan. 

C. Aspek - Aspek Akuntabilitas  
1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) 

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara        

individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi      

kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan,        

dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented) 
Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung         

jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan          

berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. 

3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires      
reporting) 
Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan        

laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang          

telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti        

nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 

 

 



4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless      
without consequences) 
Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan        

tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa        

penghargaan atau sanksi.  

 

5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) 
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam          

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas       

yang bersifat proaktif (proactive accountability), akuntabilitas dimaknai sebagai        

sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang          

telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi           

kinerja.  

D. Pentingnya Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada         

setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan         

pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Dalam beberapa hal,        

akuntabilitas sering diartikan berbedabeda. Adanya norma yang bersifat informal         

tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan (“how things are done around           

here”) dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan        

mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan PP No.          

53 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Publik Disiplin Pegawai Negeri Sipil, belum           

sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap CPNS atau pun PNS.           

Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat, berdampak pada           

pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam          

kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat         

dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap, dan        

perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan        

berintegritas. 

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu:  

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); dengan        

membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang         

lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di          



lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementrian, lembaga         

maupun daerah);  

2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran        

konstitusional);  

3.     Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). 

 

E. Tingkatan Dalam Akuntabilitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar . Tingkatan dalam akuntabilitas  

Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal,  

akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas        

stakeholder. 

1) Akuntabilitas Personal (Personal Accountability) 

Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti           

kejujuran, integritas, moral dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi          

apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain “Apa yang dapat saya           

lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan? 

2) Akuntabilitas Individu 

Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya,          

yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi         

kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan,         

dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai          

aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. 

 



3) Akuntabilitas Kelompok 

Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini           

tidak ada istilah “Saya”, tetapi yang ada adalah “Kami”. Dalam kaitannya dengan            

akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang         

tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan           

yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. 

 

4) Akuntabilitas Organisasi 

Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik           

pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja         

organisasi kepada stakeholders lainnya.  

5) Akuntabilitas Stakeholder 

Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan         

pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi           

akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk        

mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.  


